
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 2 TAHUN 2008
TANGGAL :-8 JANUARI20o.a

PEMBERIANTUNJANGAN JABATAN
BAG) PEGAWAI' NEGERI·SI·PILYANGOIPEKERJAKAN

SEcARA PENUH DAN DIANGKAT ·DALAM JABATAN: PADA
-SE,KRETARIAT DEWAN PENGURUS KORP$

PEGAWAI REPUB~IK INDONESIA

BADAN- KE:PEGAWAIAN N·EGARA. . ", .'. . . " - - .' . - '..' ,'.,'" . . , '. " . .. ... . : ' '~. '.



Menlmbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, lelah
ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
PembinaanJiwa Korps dan Kode Etik Pegawal Negeri Slpll, yang
anters lain menyebutkan bahwa sesama pegawal Negeri Sipil
berhlmpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia
sebagal wahana pembinaanjlwa korps dalam rangka membangun
slkap, tingkah laku, etas kerja, dan perbuatan terpujt yang harua
dilaksanakanoIeh satiapPegawalNeger!Slpll dalam kedlnssandan
kehldupansehari-harl;

b. bahW8 dalam KeputusanPresldenNomor 16 Tahun 2005 tentang
PengesahanPerubahanAnggaran Dasar Korps Pegawai Republik
Indonesia, antara lain ditentukan bahwa.wadah organisesl Korps
Pegawai Republik Indonesia kedudukan dan kegiatannya tfdak
terlepasdari kedinasan;

c. bahwa dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 59 Tahun 2003 tentang pegawai Negerl Slpli yang
Dipekerjakan Secara Penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus
Korps Pegawal Republik Indonesia,antera lain ditenlukan 9ajl dan
hak-hak lain pegawal Negeri Sipil yang dipekerjakansecara penuh
pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps pegawai Republik
Indonesia dibayarkan oleh instansi· Induknya kecuall tunJangan
jabatan;
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d. bahwa untuk meningkatkan peran Pegawai Negeri Sip" yang
dipekerjakansecarapenuhpadaSekretariatDewanPengurus Korps
Pegawai Repubtfk Indonesia,perlu mengatur pemberian tunjangan
jabatan bagi PegawaiNegeri Sipll yang dipekerjakansecara penuh
dan dlangkat dalam jabat$n pada Sekretariat Dewan Pengurus
KorpsPegawaiRepublQcIndonesiadenganPeraturanKepalaBadan
KepegawaianNegars;

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawalan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1974
Nomar 55. TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor
3041), sebagaimanalelah diubah dengan Undang-UndangNomor
43 Tanun 1999 (LembarsnNegara Republik IndonesiaTahun 1999
Nomor 169.TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor
3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977tentangPeraturanGajl
pegawai Negeri Sipil (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun
1977 Nomor 11. Tambahan Lembaran Negsrs Republik Indonesia
Nomor 3098), sebagaimana telah sembUan kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran
NagaraRepublikIndonesiaTahun2007 Nomar25);

3. Peraturan Pemerintah Nomar 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sip" dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2000 Namar 197,
Tambahan Lembaran Nagars Republik Indonesia Nomor 4018)
sebagalmanatelah diubahdengan PeraturanPemerintahNomor 13
Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 33, TambahanLembaranNagsra Republik IndonesiaNomor
4194 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 lentangWewenang
Pengangkatan, Pemlndahan,dan PemberhentlanPegawai Nageri
Slpll (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 15,
TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4263);

5. Peraturan PemerintahNomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan
JiWaKorps dan Kode Etlk Pegawai Negeri Sipll (LembarsnNegara
Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 142. Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor4450);

6. KeputusanPresldenNomor 82 Tahun 1971 tentang Korps pegawai
Republlk Indonesia:

7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
rungsi, Kewenangan.SusunanOrganiS8sldan Tata Kerja Lembaga
PemerintahNon Departemen,Sebagalmanatetah enam kall dlubah
terakhlrdengan PeraturanPresidenNomor64Tahun2005;

Mengingat



Pasal1

(1) Pegawai Negeri SipII yang dipeke~akan secara penuh dan diangkat
dalsm jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai
Republlk Indonesia yang tetah dltetapkan penyetaraan jenjang
jabatannya. diberikan tunjangan jabatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA SADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DIPEKERJAKAN SECARA PENUH DAN DIANGKAT DALAM
JABATAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA.

8. Keputusan Preslden NomOI'.II Tamm2Ot'J1.tentang Pendanaan
Korps Pegawai Republitlc1040•• OlIn·.Perlindungan 8agl Pegawai
Nager! Sipil yang Ditugastcan. pads Sekretariat Dewan Peng...rus
Karp, Pegawai Republik Indonesia;

9. Keputusan Preslden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan
Perubahan Anggaran DaaarKorps Pegawai Republlk Indonesia;

10. Peraturan Preslden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan
Jabatan Struktural;

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
80/KEP/M.PAN/9/2003 tentang Penyetaraan Jenjang Jabatan Bagl
pegawal Neger! Sipil yang Dipekerjakan pada Sekretariat Dewan
Pengurus Korps Pegawat Republik Indonesia;

12. Keputusan Kepala Badan Kepegawalan Negara Nomor 13 Tahun
2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Nageri Sipil dalam
Jabatan Struktural Sebagalmana Telah Diubah Dengan Peraturen
Pemerlntah Nomor 13Tahun 2002;

13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59 Tahun
2003 tentang pegawal Negerl Sipil yang Dlpekerjakan Secara Penuh
pada 8ekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republlk
Indonesia;

14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun
2007 tentang Tata Cara Permintaan. Pemberian. dan Penghentian
Tunjangan Jabatan Struktural;
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Tata cara permintaan,pemberian,dan penghentiantunjanganjabatan
bagi PegawaiNegerl Sipll sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1), dllakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai
NegeriSipil yangdiangkatdalamjabatan struktural.

Pasal5

Pada saat muJai berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara ini, ketentuan mengenai tunjangan jabatan yang diatur dalam
KeputusanKepalaBadanKepegawaianNegara Nomor59 Tahun 2003
tentang pegawai Negeri Sipll yang Dlpeke~akanSecsra Penuh pada
Sekretariat Dewan. Pengurus Korps Pegawai Republlk Indonesia,
dicabutdandinyatakantidak berlaku.

Tunjangan jabatan bagi PegawaiNegeri Sipil sebagaimana'dimaksud
dalam Pasal 1, dibayarkanoleh Instansi induknyaatau lembagatempat
yangbersangkutandlpekerjakan.

Pasal4

Pasal2

(1) Tunjangan jabstan bagi Pegawal Nagerl SipiJ sebagalmana
dimaksuddalamPasal1 ayat (1), yang diangkatsetelah berlakunya
PeraturanKepala Badan KepegawaianNegara inl, diberikanmulai
bulanberikutnyasetelahpelantikan.

(2) Tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagalmana
dimaksud dalam Passl 1 ayat (1). yang diangkat sebelum
berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Inl,
dlberikan mulal bulan berikutnya setelah ditetapkannyaPeraturan
KepalaBadanKepegawaianNegara Inl.

Pasal3

(2) Besamya tunjangan Jabatan • PegIJW8i Negeri Sipll
sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) sarna dengan besamya
tunjanganjabatan struktllralyang berlakubagi PegawaiNageri Sipil
yangdlangkatdelamjabatanstrukturalseauaiperaturenperundang­
undangan.
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Y TOPO ASHARI

KEPALA

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal8 Januari 2008

Peraturan Kepala Sadan Kepegawaian Negara ini mulai bertaku pada
tanggal ditetapkan.

Pasal6
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